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PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PITA FREKUENSI RADIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit,

Izin Stasiun Radio untuk penggunaan spektrum

frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio

diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan

dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 10 (sepuluh)

tahun;

b. bahwa belum diatur secara tegas mekanisme

perpanjangan Izin Pita Frekuensi Radio dan pengenaan

Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radionya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang

Perpanjangan Izin Pita Frekuensi Radio;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3981);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan

Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5749);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun

2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 96);

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak

dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio,
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